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ABSTRAK

Sri Hardyanti, Samsir Rahim dan Adnan Ma’ruf Tugas dan Wewenang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten Pangkep.

Tujuan penelitian untuk melihat pelaksanaan Pemilu yang berintegritas,
akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai
dalam praktik demokrasi substantive e melahirkan pemimpin-pemimpin

terbaik pilihan rakyat disemua -u—,n Sgena" KPU Kabupaten Pangkep
i

memiliki tanggung jawab per 1t il Prgses jalannya Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, mulaildari & g cnggeraan hingga pada
proses perhmmgan penelitian ini adalah
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Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, KPUD, Pilpres.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini merupakan lembaga negara
yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) keempat yang dibuat
setelah pemilu Demokrasi tahun 1955 di Indonesia, yakni meliputi pemilihan
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yang harus dibatasi (Novianty dan Octavia, 2018)
Komisi Pemilihan Umum sering kali dituding sebagai pihak yang
bertanggung  jawab apabila terdapat ketidak beresan dalam




penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada. Namun anggapan tersebut
tidak sepenuhnya

disalahkan, sebab mengingat tugas dan wewenang KPU dalam

pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015.
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perannya yaitu, untuk membangun institusi demokrasi yang kuat dan andal.
Dengan demikian, ada tiga pilar KPU, yaitu harus independen secara
Struktural, secara Fungsional, dan secara Pribadi, harus secara konsisten dan
dipertahankan (Moento, 2020). Pemilihan kepala daerah merupakan cara




untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam
memilih pemimpin, dan juga dapat berguna sebagai wadah penilaian
langsung oleh masyarakat terhadap pemimpin, yaitu dengan memberikan

kembali suaranya apabila pemimpin tersebut benar-benar berkualitas.
Sehingga pada titik ini pemilu sudah menjadi sebuah gagasan mengenai
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dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata
cara, prosedur atau mekanisme yang diatur. Dapat diasumsikan. apabila tidak
dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan maka yang terjadi ialah
adanya ketidak percayaan (distrust public) terhadap hasil pemilw/pilkada dan




dapat dikatajan bahwa demokrasi telah gagal. Maka dari itu, untuk mencegah
hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu adanya kesesuain tata
cara, prosedur atau mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap
pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh integritas,
akuntabel, dan berkualitas (Moento, 2020).
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kepada pemilih pemula atau penyandang disabilitas yang terdaflar namanya.
Fungsi pendidikan politik yang dimuat dalam materi kampanye sangatlah
penting, karena kampanye merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan

untuk mendapatkan suatu pencapaian dukungan. Kampanye politik berdaya




mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, Kampanye politis
adalah suatu tindakan yang mempunyai upaya yang meliputi usaha kebijakan
disuatu institusi. Tujuanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat
tentang pengetahuan soal politik sehingga masyarakat lebih melek politik
(Pasiaribu, 2017).
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Proporsionality, Profesionality, Akuntabiliti, Efisiensi dan Efektifitas, dapat
tercapai.
KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses

jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada




proses perhitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu, Berkaitan
dengan masalah golput, tanggung jawab KPU ialah memastikan masyarakat
ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala
daerah. Selain tangggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu pada setiap
tahapannya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman
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n penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
¢ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan




data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

f  Menyampaikan dafiar pemilih kepada KPU Provinsi.

g  melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan
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k Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat.




I Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
m  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari tahun ke tahun dalam
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Tugas dan Wewenang Komisi

Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di
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presiden dan pemilihan kepala daerah yang terjadi di daerah dan
teknis pelaksanaan yang baik.
b.  Secara Praktis




1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan
untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum di suatu
daerah.

2)  Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat




BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A.  Penelitian Terdahulu
Yuliana (2016) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.Jurusan PPKn

5 " ‘t'! ; /zll
\\\ U117/

10

e

L e NG A
vl oz e

Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015). Skripsi Thesis, Uin
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Partisipasi politik masyarakat Sumenep
merupakan elemen penting dari demokrasi, termasuk dalam pemilihan
kepala daerah. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam
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pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi
maka KPU Kabupaten Sumenep punya peran mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten
Sumenep punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan

menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat.
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salah satu nya adalah tinggi nya partisipasi dari masyarakat. Hasil penelitian
menunjukan 1) pola atau bentuk partisipasi calon pemilih dengan cara
memberikan hak suara di TPS, mengikuti sosialisasi, berdiskusi kegiatan

politik dan ikut kampanye 2) strategi yang dilakukan dengan mengadakan




sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat, kerjasama dengan media
elektronik seperti radio dan TV dan memanfaatkan media sosial sebagai
sarana pendidikan politik. 3) hambatan yang dialami belum sadarmya
masyarakat dan faktor pendidikan yang masih rendah. 4) upaya yang

dilakukan, melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari dan mengoptimalkan
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Penyelengaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat | Menegaskan bahwa
Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar 1945, Menurut Fauzia (2019) menyatakan bahwa Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga negara yang lahir
dari rahim reformasi. Kehadiran KPUD dalam struktur ketatanegaraan
adalah bentuk komitmen bangsa dalam menciptakan pemilihan umum
(pemilu) yang luber, jurdil, dan jauh dari intervensi kekuasaan.
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h suatu  komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri™,
Warjivati (2020) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang yang diatur di dalam

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum




perubahan dari UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang

diatur dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 8, yaitu:
a. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaakilan Daerah,
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3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
¢. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
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1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi
dengan DPR dan Pemerintah.

3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.
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Daerah sebagai berikut (Wahidin 2008:
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a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu.

b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan
setara.

¢. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
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Provinsi dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan.

Kumolo (2015) esensi yang paling penting dan harus dikedepankan
adalah, bahwa KPU, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/Kota dalam




menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peaturan perundang-
undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan

wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu,

m, tertib penyelenggara Pemilu,
kepentingan  umum, proporsionalitas,  profesionalitas,
akuntabilitas, efisiens
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daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama
membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.
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Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup
strategis dalam proses penyelenggaraan negara, yaitu (Angraini 2011):
a. Sebagai pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel
sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi terhadap
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kepentingan masyarakat, bukan menjadi ajang legalisasi terhadap

kepentingan peserta Pemilu yang dititipkan melalui pembentuk regulasi.
Sebagai kesimpulan tugas dan wewenang Pemilu adalah penjamin

terlaksananya kedaulatan rakyat yang dilakukan melaui mekanisme yang
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absah. Implementasi terlaksananya kedaulatan rakyat merupakan pedang
bermata dua, yaitu untuk memberi kesempatan kepada warga negara
menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku penguasa melalui voting.

¢. Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan

\\\huh///
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suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan.
Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh ade, bahwa pada
dasarnya untuk menghindari terjadi Abuse of Power (Penyalahgunaan




21

Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau
peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat wewenang pemerintah adalah:

a)  Selalu terikat pada suatu masa tertentu

b)  Selalu tunduk pada batas yang di tentukan
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badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat
pemerintah yang lain. Delegasi terjadi karena adanya
pelimpahan suatu wewenag yang dimiliki oleh suatu lembaga
pemerintahan yang tadinya memperoleh wewenang tersebut
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secara atributif. Jadi, delegasi itu selalu didahului dengan

atribusi wewenang. Tentu hanya pada pendelegasian yang sah

saqja memberi kemungkinan suatu lembaga atau badan
pemerintah mengeluarkan keputusan yang sah pula.
¢) Mandat Adapun dalam hal mandat sesungguhnya tidak terjadi

Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk
oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-
lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional
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Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Komisi Penyiaran Indonesia (KP1), dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah
satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu
dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa
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2)  Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
3)  Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya




4)  Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih
6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan
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12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

. .
13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu

1 4'\ 4
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Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 2 .

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Pangkep Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten
Pangkep yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas
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dan wewenangnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal
menyusun dan pejabaran program dan anggaran, pelaksanaan seluruh
tahapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi
penyelenggaraan pemilu dan melakukan evaluasi sudah berjalan dengan
baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan
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Gambar 2.1: Bagan Kerangka pikir
D. Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fo2kus penelitian sesuai dari bagan kerangka
pikir yang di bangun yaitu: Menjabarkan program dan pelaksanaan
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anggaran, melaksanakan semua tahapan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan, melaksanakan sosialisasi dan melakukan evaluasi dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pangkep.
E. Deskripsi Fokus Penelitian
Selanjutnya dikemukakan gambaran dan diskripsi focus penelitian
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perundang-undangan yang berlaku. Dan tahapan penyelenggaraan
terdiri atas perencanaan program dan anggaran , pembentukan panitia
Pemilihan , Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil
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kepala daerah , penetapan pasangan calon , dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan adalah tugas dan wewenang
KPU di daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk
mengkoordinasikan dan mengendalikan keseluruhan program dan
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BAB 111
METODE PENELITIAN
A.  Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 (dua)
bulan dan dilakukan setelah seminar proposal serta lokasi penelitian

dalam pemilihan Presiden da ~\- Kabupaten Pangkep.

rsebut adalah untuk lebih
iy fian Presiden dan

Nan _rresi

2. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus merupakan
L iimish yeng dilakul ) if terinci dan fal

tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat
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perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh
pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kabupaten Pangkep.

C. Informan
Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai
keterangan berkaitan dengan yang dilaksanakan. Informan
penelitian ini dipilih ui pokok permasalahan
penelitian. berikan data secara
obyektif, P v dari
@ A <
dan
o
9 N
No.
C) U
0
1. " KPUD
2, KPUD
4 ‘ N\
3 waslu
4. Mansyur, SH MS Kabag Hukum KPUD
5 Muhammad Ilyas MI Pengamat Politik
6. Tajuddin ™D Masyarakat
7. Abd. Kadir AK Masyarakat
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8. Naba

Jumlah Total

Sumber: (Diolah Oleh Penulis)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat

X ,\; ///'um‘\\\

dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan

informan.




32

3.  Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik
observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data
atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada
dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.
Teknik Analisis Data
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mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta
proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-
kelompok, dan pola-pola data.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan
langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data
yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang
dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam
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triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi
waktu yakni sebagai berikut:




1. Triangulasi sumber

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian
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masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil




i menghasilkian data yang berbeds mak dilakukan secara beralang-ulan
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi
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BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep
Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan

sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan
Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk
dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan
wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan




37

a.  Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dulu bernama
Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu
kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah

Pangkajene. Kabupatr.n miliki luas wilayah 1.112.29 km?
Tetapi setelah di \ osurtanal, luas wilayah

MM <hS MUHA/y

AR .

i

Yo/ =

"*U dass U

////'uuv\\\\

Sebelah Selatan ‘Berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Bone
Sebelah Barat :Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau

Jawa dan Madura , Pulau Bali.




Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12.311,43 Km? yang terdiri dari
898,29 Km* wilayah daratan dan 11.464,44 Km* wilayah kepulauan,
terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4

kecamatan terletak di kepulauvan.
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2 31
3’ s
4
5
6
7
8 abakkang 78,4
9 | Ma’rang 75,22 6,76 100
10 | Segeri 78,28 7,04 100
11 | Minasate'ne 76,48 6.88 100
12 | Tondong Tallasa 111,20 10,00 100
13 | Mandalle 40,16 3,61 100
Kabupaten Pangkajene dan 1.112,29 100,00 100
Kepulauan

Sumber: (BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016)
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b.  Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-
2021

1. Visi. “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meweujudkan
Desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah

yang lebih maju dan mandiri”.
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1) Membangun lembaga pemilihan umum yang memiliki kredibilitas
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan pemilihan umum yang
bersih,efisien, dan efektif.




3) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR,
DPRD, Presidan dan Wakil Presidan serta Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,
akuntabel, edukatif dan beradab.

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap
menunjukkan KPUD sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara
berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat
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mandiri menegaskan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

KPUD Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta
dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan
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Kabupaten/Kota;
g)  Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan
dan pertanggung jawaban KPUD, dan
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h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
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¢. Sarana Dan Prasaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Pangkep
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah

segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai
maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang
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kantor, memperoleh hasil pekerjaan yang lebih memuaskan, serta
b)  Prasarana kantor




Prasarana kantor di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD))
yaitu berupa gedung, ruangan yang ukurannya sesuai dengan jumlah
pegawai, kamar mandi, dapur, ruang pimpinan, tempat parkir yang
memadai.

d.  Struktur Organisasi
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Sumber: (KPUD We_n Pangkep)




Berdasarkan gambar 4.1 KPUD Kabupaten Pangkep dalam
menjalankan tugas dan wewenang sebagai badan penyelenggara pemilihan
umum di bantu oleh empat sub bagian yang menjalankan perannya sesuai

tugas dan fungsi masing-masing devisi.
e.  Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan Presiden dan Wakil

L+P

13,280
9,092
12,473
9,708
33,047
12,133
31,173
37,028
25,528
14,506
26,706
Mandalle 6 44 5,200 5,599 10,799

Total 103 966 116,701 | 126,395 | 243,096

: (KPUD Kabupaten Pangkep 2019)




46

B. Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam Melaksanaan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi

Pemilihan Umum adalah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

(Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas
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penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat
diukur dari empat indikator yaitu: menjabarkan program dan pelaksanaan

anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan,
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mengkoordinasikan dan mengendalikan, melaksanakan sosialisasi, dan
evaluasi seperti hasil penelitian penulis yang dipaparkan sebagai berikut:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 salah satu tugas dan

kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam
akil Presiden adalah menjabarkan dan

an oleh Komisi Pemilihan

Hb\'t
| ‘,l,
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dmctq.;m nleh KPU RI" (Wawancaradmgan SM Tanggal
12/10/2020)

Dalam proses penjabaran setiap program pada pelaksanaan pemilihan
Pressiden dan Wakil Presiden maka salah satu tugas yang harus di

laksanakan adalah membuat perencanaan program dan anggaran. Fungsi

e



perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting diantara semua fungsi
dalam setiap kegiatan KPUD kabupaten Pangkep. Perencanaan tidak hanya
untuk mencapai tujuan saja tetapi juga untuk mendapatkan hasil yang efektif
dan efisien yang merupakan tujuan dari sebuah organisasi.

Tabel 4.3
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Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD
Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai
berikut:

“Sebelum memasuki tahapan pemilihan tentu kami terlebih dahulu

menyusun agenda dengan melakukan penjabaran atas program dan
penyusunan anggaaran pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
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Presiden. Di antara penjabaraan program yang perlu dilakukan seperti,
sosialisasi, pendataan terkait jumlah pemilih di Kabupaten Pangkep.
Perencanaan penjabaran program ini merupakan tahapan penting
dalam menyukseskan perhelatan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, tentu seluruh tahapan kita mengacu kepada regulasi yang
mterleblhpemtman-pmtmmgadadalampmundmgundmgm
dan Peraturan KPU RL” (Wawancara dengan RH Tanggal
12/10/2020)

kepada pelaksanaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dalam
peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.
Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian

Hukum dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep,
sebagai berikut:

o



“Secara teknis lembaga seperti KPUD menyusun agenda perencanaan
penjabaran dan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan pemilihan
preasiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah ketepatan
rancangan anggaran, dimana seluruh tahapan pemilihan presiden dan
wakil presiden di daerah khususnya dikabupaten Pangkep adalah
mkmmmjawabpenuhdaﬂmwhmggaaegﬂabmm
kegiatan perlu di topang dengan anggaran yang serius. Selanjutnya
sumber daya manusia yang mendukung tugas-tugas dari KPUD itu
sendiri dalam seluruh tahapan, setiap stakeholder sudah harus mengisi

pos-pos yang telah ﬂl etapkar KPUD Selanjutnya : sosialisasi kepada

= cukan *\\\
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penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:
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“kami melihat bahwa KPUD Kabupaten Pangkep Sebelum memasuki
tahapan pemilihan terlebih dahulu menyusun agenda dengan
melakukan penjabaran atas program dan penyusunan anggaaran
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara cermat,
sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Penyusunan
anggaran dengan benar itu penting agar KPUD Kabupaten Pangkep
dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak
terjebak pada pelaksanaan anggaran yang tidak efisien dan tidak

bermuarapadapelangga:mhnkmn akibat penggunaan anggaran yang
keliru. Tugas kami adalah mengingatkan teman-teman kommmner
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tahapan terhadap seluruh wilayah Kabupaten Pangkep yang terdiri dari 13
kecamatan, 9 kecamatan daratan dan 4 kecamatan yang ada tersebar di
pulau-pulau di Kabupaten Pangkep. Melalui proses penyusunan anggaran

secara akurat yang disertai dengan pemahaman Kondisi alam dan musim

e
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mendorong KPUD Kbupaten Pangkep dapat melaksanakan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tanpa kendala.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara
dengan informan dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkep dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden da A\ dan pejabaran program
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ketersediaan anggaran yang cukup dengan luas wilayah 13 Kecamatan.
Pada pelasanaan keseluruhan tahapan pemiliban Presiden dan Wakil

Presiden, diperlukan proses pengorganisasian seluruh potensi yang dapat

mendukung suksesnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seperti,
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proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam
aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan
penyelenggara pada setiap aktivitas tahapan, menyediakan alat-alat yang
diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan
kepada setiap penyelenggara pada tingkat bawah seperti PPK dan PPS yang

akan memerlukan aktifitas pada sefiaptahapan tersebut.
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resid dar V iLK eg1den di wilav:
kabupaten Pangkep. KPUD kabupaten pangkep harus bekerja agar
semua tahapan pemilihan dapat terlaksana tanpa mengalami kendala
dan ganggung-gangguan di lapangan.” (Wawancara dengan RH
tanggal 12/10/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dikemukakan bahwa

pelaksanaan keseluruhan tahapan pemilihan presiden dan Wakil Presiden



Adalah merupakan kewajiban bagi penyelenggaran tingkat Komisi
pemilihan Umum kabupaten dan kota untuk melaksanakannya sesuai
ketentuan dan ketetapan yang telah dibuat oleh KPU RI berdasarkan
Perundang-undangan dan Peraturan KPU RI. Kemudian KPUD harus bisa

memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
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6.  Pemungutan dan Penghitungan Suara: 17 April 2019.
7. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat
nasional: 25 April - 22 Mei 2019.
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8.  Peresmian Keanggotaan: a. DPRD Kabupaten/Kota: Juli-Agustus
2019. b. DPRD Provinsi: Juli-Agustus 2019 dan ¢. DPR dan DPD:
Agustus-September 2019.

‘Sebagai satuan kerja KPUD Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan
seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga menyusun

membutuhkan pengorganisasian sumber daya dari KPUD Kabupaten

Pangkep dalam bentuk pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil Pressiden sesuai dengan struktur kerja yang

mengacu kepada regulasi dan aturan yang telah di tetapkan.

e



Proses pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh
KPUD Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara
komisioner KPUD dan para staf/pegawai KPUD Kabupaten Pangkep yang
solid dan mandiri. Koordinasi yang baik dalam struktur organisasi menjadi
penentu keberhasilan sebuah lembaga mampu melaksanakan fungsinya

sesuai dengan tujuan yang telah di

“Sebagai pengamat kami kami berpendapat bahwa komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangkep sesuai tugas dan kewenangannya
berdasarkan Undang-undang telah melaksanakan seluruh tahapan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan benar. Keseluruhan
tahapan yang dilalui dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Setiap devisi bekerja sesvai dengan tupoksinya
masing-masing yang sudah tertuang dalam regulasi terkait
penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

IS
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Republik Indonesia, hal ini, saya melihat semua berjalan lancer dan
aman-aman saja.” (Wawancara dengan MI tanggal 13/10/2020).

Sejatinya penyelenggaraan pemilihan umum yang berhasil dan sukses
jalah apabila seluruh rangkaian tahapan dan program yang telah
direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat

itimasi dalam menentukan pemimpin

Umum (KPU) didalamnya dapat melakukan bagaimana mengatur dan
mengelola serta mengkoordinasikan semua tahapan untuk mencapai tujuan
‘atau target yang sudah direncanakan sebelumnya melalui kegiatan orang

lain atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Salah satu fungsi




dari manajemen yaitu bagaimana bias pergerakan yang berkaitan dengan
membangkitkan dan mendorong dan mengarahkan semua anggota

kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk
mencapai tujuan dengan ikhlas serta berusaha melaksanakan rencana kerja
dan usaha-usaha atau kegiatan lainnya dari pihak pimpinan.

rdinasi da seluruh pmyelcnggam

ﬂ Lol UL T (] [lclSs] KD a5
pemilu baik pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun
penyelenggara di tingkat kelurahan dan desa (PPS) untuk memastikan
semua program dan tahapan dapat berjalan dengan tepat sesuai waktu
dan ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya melakukan
pengendalian terhadap semua penyelengpasra agar tidak keluar dari
koridor pelaksanaan tahapan dan dapat bekerja sesuai dengan
tupoksinya masing-masing yang sudah tertuang dalam regulasi terkait
penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia. (Wawancara dengan RH tanggal 13/10/2020).
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Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD
Kabupaten Pangkep Devisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi
masyarakat dan SDM sebagai berikut:

“Tugas kami adalah melakukan Koordinasi dan pengendalian terhadap
seluruh penyelenggara dan tahapan yang akan dilakukan selama
proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung.
Pelaksanaan koordinasi ap ,\- penyelenggara juga merupakan
ilan_Pémi 2 tei ait pemenuhan setiap kebutuhan

mum Presiden dan Wakil

1 At

nasi.
A \\\\ .

il

No. Nama Kegiatan Tempat Sasaran Volume
Kegiatan
1. Rakor Kecamatan Wilayah Camat, PPK, PPS, | | kali

Kecamat an Panwascam, PPL, | dengan
seKabupaten Lurah, Desa, jumlah
Pangkep Tokoh peserta
Masvarakat, ratarata 70
Tokoh Pemuda. orang.

Ibu Rumah
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wewenangnya dalam organisasi. Seperti KPUD Kabupaten Pangkep,
melalui kegiatan bimtek dan rapat kerja, para staf yang berada di setiap
devisi kerja mampu diarahkan agar memahami tugasnya.



61

Hukum dan Informasi KPUD Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Secara teknis pelaksanaan tugas dan wewenang terkait semua
penyelenggara pada tingkat bawah PPK dan PPS seria siaf yang
bekerja dalam ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkep telah di arahkan agar bekerja sesuai degan perencanaan yang
telah ditetapkan melalui proses koordinasidan pengendalian. Agar
memudahkan bagi para pelaksana di lapangan dalam meralisasikan
aimimembekali mereka dengan bimtek terkait

/\ reka dalam pelaksanaan pemilihan
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semua penyelenggara dan staf dalam melakukan koordinasi dan
pengendalian pelaksanaan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
maka KPU juag berusaha melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang
memiliki pengaruh dan diikuti oleh masyarakat. Semua ini diarahkan agar




pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden betul-betul dapat
terlaksana dengan baik, sukses dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh
masyarakat kabupaten Pangkep tentang keikutsertaan dalam koordinasi
yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkep, sebagai
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Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, maka peneliti
dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kordinasi dan pengendalian semua
tahapan dan program pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden berjalan dengan baik. Dimana Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkep telah melibatkan sermua staf dan penyelenggara di 13
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penyelenggara (PPK) tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan. Di samping
itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep juga telah melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukakan koordinasi sehingga semua
tahapan dan program dapat berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang ada.
Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian itu juga dilakukan melalui
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mengetahui dan memahami regulasi dan tahapan pelaksanaan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Tujuan pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi adalah

dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan



pentingnya pemilihan presiden dan wakil presiden dalam membangun
kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di kabupaten Pangkep.
Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk
berperan serta dalam setiap tahapan. Dan meningkatkan kesadaran dan
partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan

didikan pemilih, partisipasi
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bersama pmyelenggata panilu haik pada Imgkat Pamtm Pemilihan
Kecamatan (PPK) maupun penyelenggara di tingkat kelurahan dan
desa (PPS) untuk memastikan semua masyarakat mengetahui
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk
bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk
melakukan sosialisasi bersama.(wawancara dengan RH tanggal
13/10/2020).




Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sebagai pengawas Pemilu, kami melihat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugas dan kewenangannya
melakukan sosialisasi dan pemberian informasi sebanyak mungkin
kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Pangkep terkait
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
Bagi kami sebagai pengawas harus bisa memastikan bahwa

. iliha ssiden dan Wakil Pl'ﬂﬂdm mﬂhﬂm
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sebagm pc:mhh, lamngan untuk gulput sampm kepada tata cara
pencoblosan. Yang paling nampak adalah informasi tentang pemilihan
presiden dan wakil presiden sudah sangat baik di banding pemilihan
sebelumnya.” (Wawancara AK dengan tanggal 15/10/2020)

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat

lainnya yang ada di kabupaten Pangkep dalam hal pelaksanaan sosialisasi




yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang
bertujuan agar partisipasi pemilih dapat meningkat dalam pemilihan
Presiden dan Wakil Prersiden R

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:
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kepmiaselumhmasymhtymgadad:kahupatenhngkepmkmt
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Dan saya kira ini kerja-kerja yang sangat baik agar pemilih yang
dating memilih bias lebih meningkat dibanding pemilihan-pemilihan
sebelumnya, apa lagi pemilihan ini adalah memilih pemimpin Negara
untuk lima tahun kedepan.” (Wawancara dengan MI tanggal
13/10/2020).
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap
informan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan

melibatkan banyak komponen dalam masyarakat sebagai wajib pilih,
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pelaksanaan pemilihan itu berjalan sesuai dengan tahapan, kendala-kendala
apa yang di temui di lapangan serta solusi apa yang dapat dilakukan oleh
penyelenggara yang bisa ditindak lanjuti pada pemilihan berikutnya, apakah

pemilihan terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas,







rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku. Disamping itu yang terpenting adalah memastikan bahwa anggaran
yang digunakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai
peruntukannya berdasarkan Undang-undang dan PKPU RI yang dikeluarkan

oleh KPU RL
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Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan anggota KPUD
Kabupaten Pangkep Devisi Perencanaan, data dan informasi, sebagai
berikut:

“setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden dan Gubernur dan Wakil
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Pangkep selalu dilakukan evaluasi.” (Wawancara den;m RH tanggal

13/10/2020).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan
tugas dan wewenang dalam hal melakukan evaluasi dilakukan untuk melihat
pelaksanaan seluruh tahapan dan program pada pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden serta kendala-kendala apa saja yang ditemukan dilapangan

dengan melibatkan berbagaipihak seperti penyelenggara lainnya yaitu PPK
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(Wawancara dengan SM tanggal 13/10/2020).

Sesuai hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Kabupaten

Pangkep maka dapat dikemukakan bahwa proses evaluasi pelaksanaan

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kimisi Pemilihan Umum




Kabupaten Pangkep tidak melakukan secarav tertutup dan bersifast internal
saja, tetapi juga melibatkan banyak lembaga termasuk bawaslu dan
Pemerintha daerah kabuopaten Pangkep.

Berikut ini dikemukakan hasil wawancara dengan Kepala Bagian
Hukum dan Informasi KPUD Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

“Sudah menjadi tugas /\ ajiban kami di Komisi Pemilihan
Pangkep be Jajamnn}ratermasukkmmdl

terlaksana sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku dalam
penyelenggara pemilihan terutama pedoman pada PKPU RI. Pelaksanaan
evaluasi dilakukan untuk melihat sejauhmana seluruh rangkaian tahapan,
program itu terlaksana dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan




dilapangan. Termasuk evaluasi dalam penyelenggaran tingkat kecamatan




BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Tugas dan wewenang
Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di

melibatkan sermua staf dan penyelenggara di 13 penyelenggara (PPK)
tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan. Di samping itu Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangkep juga telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
dalam melakukakan koordinasi sehingga semua tahapan dan program dapat
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berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang ada. Pelaksanaan koordinasi dan
pengendalian itu juga dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimiek)
sehingga mampu merealisasikan semua bentuk program terkait pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu rapat rutin selalu dilaksanakan

sebagai forum penyelesaian masalah dan memunculkan solusi untuk

Adapun saran yang dikembangkan penulis dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. KPUD Kabupaten Pangkep dapat tetap mempertahankan eksistensinya
dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta
pemilu kedepannya, dengan tetap mempertahankan prinsip yang telah
ditetapkan. Upaya atau langkah peneliti dinggap sangat penting bagi

v

\'nih///'
XY o Yy

& K \
=N

iy




DAFTAR PUSTAKA

Abdul, C. (2011). Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Mitra Cendika,

Abdullah, M. (2014).Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan.Yogyakarta :
Aswaja Presindo.

Abdulah, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan
Partisipasi  Politik Calon Pemilih di kota Bandung Skripsi.Fakultas
Pendidikan [Imu Pengetahuan Sosial. Univesitas: Pendidikan Indonesia.

Abdulsyani.(2007). Sesiologi, Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT.Bumi.
Aksara.

Angraini, T. dkk.(2011).
Perludem.

. (200 Gajah Madha
University Press.
Mesiono, (2010).Manajemen dan Organisasi, Bandung : Citapustaka Media
Perintis.

Mondong, H. (2011). Peran Pemeriniah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan.

Moento, P.A. (2020). Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam
Menyelenggarakan Pemilu 2019, Jurnal [lmu Politik. Vol.2(1): 35-47.




76

Nasir, 1. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilw Pemilihan,
Jurnal Khazanah Hukum. Vol.2(1): 41-50.

Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan
Politik. JPPUM: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol. 2(3):
12-25.

Putra, LA. (2014) Peranan Dinas Sosial Dalam FPembinaan Gelandangan Dan
Pengemis Di Kota Pekanbaru. Skripsi thesis, Universitas Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

Prayetno, A. (2015). Kerja Sama Kontunitas ASEAN 2015 dalam Menghadapi

ga Hambatan, dan Gangguan). Prosiding

Rahajeng, / A i 4,,‘7 alam Pemenuhan
:\;- i f 0 SR .
e et
& ¢ W

SFURTLT i £

W\ W& e

v'.. -“Q “' ¥ )__‘ i [ 4 i
l\a N w " s

',’ 5 (4
1

1T

Sudriamunawar, H. (2006). Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produkiiviias.
Mandar Maju. Bandung,.

Suharizal (2011). KPUD dan Pemilihan Umum. PT. Rajagrafindo Persada.
Depok.

Suryanto.(2015). Pengantar llmu Komunikasi. Bandung: Pustaka Setia.




Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.

Terry,G.R. dan Rue,L.W.(2008). Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara:
Jakarata.

Thoha, M. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.

Torang, S. (2013).Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama. Alfabeta,
Bandung.

Wahidin, S. (2008).
Pelajar. Yogys

\\\\ A“' 0. r//

= ﬂ?\'s‘c.- =




LAMPIRAN

Dokumen Arsip 2020 Wawancara bersama Masyarakat setempat .

78




78

=

Dokuiew Afisp 2020 THinenees» bertima

9 '\

Dokumen Arsip 2020 Wawancara bersama salah satu parpol Muh. llyas




EE

Dokumen Arsip 2020 Kantor KPUD P

80




=
P PS MUH4,,
& WhKASSg

S




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Hin. Oy Bonte No. 18 Telp (0410) ZLINS, Fas (0410] 123170 Panghajene

SURAT KETERANGAN
NOMOR Tt A1k O3 & FTO4Bes Kab/ 013020




RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Hardyanti

Tempat/Tgl Lahir  : Sunggu Areng, 23 April 1997
Jenis kelamin : Perempuan

: Islam

\“hv\'?s&;q,? “'0 : \ e

20

’-’

=t
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